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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perhitungan PPh secara

proporsional bagi suami isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah serta

menganalisis faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.  Kondisi saat ini, masih banyak WP

dengan status Memilih Terpisah yang belum menjalankan perhitungan dan pelaporan PPh sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan metode post-positifisme dan dengan studi pustaka dan

wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, belum terpenuhinya indikator implementasi

dengan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn terkait efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan,

responsivitas dan ketepatan pada kebijakan PPh atas penghasilan OP bagi suami isteri yang menjalankan

hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap antara teori terkait

perhitungan PPh dengan kebijakan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang

memiliki NPWP terpisah. Kebijakan tersebut justru membuat WP harus mengeluarkan biaya tambahan

karena terdapat potensi kurang bayar pada perhitungan PPh secara proporsional. Selain itu kebijakan

tersebut juga memberatkan WP untuk melakukan perhitungan PPh kembali secara proporsional meskipun

setiap bulannya pemberi kerja sudah melakukan pemotongan PPh 21. Kedua, faktor penghambat yang

dihadapi oleh WP dan fiskus dalam implementasi ketentuan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP

suami isteri yang menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri yaitu terbatasnya pengetahuan WP

terkait kebijakan perhitungan PPh secara proporsional, keraguan untuk mengajukan penghapusan karena

adanya konsekwensi penelitian, dan adanya tambahan biaya kepatuhan untuk menjalankan ketentuan

tersebut. Sementara itu, faktor penghambat dari sisi fiskus yaitu keterbatasan sistem IT untuk mengawasi

dan mengintegrasikan data suami isteri, jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah WP serta

penyelarasan ketentuan di setiap KPP.

......This research aims to evaluate income tax calculation policy regarding maried filing separately and to

analyze the obstacles in its implementation. At the present time, there are still many maried filing separately

taxpayers that have not conduct their tax payment and submission based on the prevailing regulations. This

research is post-positivisme method and conducted through literature review and in-depth interview. The

results show that first, the indicator of implementation with evaluation criteria by William Dunn related to

Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Appropriateness on tax income policy on

married filing separately have not been found due to the gap between proportional tax calculation on

married filing separatlely. This policy tends to cause the taxpayers to spend additional costs due to potential

underpayment on the proportional income tax calculation. Furthermore, this policy will cause the taxpayers

to recalculate their income tax proportionally even though their monthly income tax article 21 have been

withheld by their employers. Secondly, the obstacles faced by taxpayer and tax official in the

implementation of proportional income tax calculation on married filing separately are insufficient
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knowlegde of the taxpayers, the uncertain feeling of submitting cancellation due to the fear of being

observed, and additional compliance cost to comply with the regulation. Meanwhile, the challenges found in

tax official's side are the limit of IT System to control and integrate data regarding married taxpayers,

insufficient number of tax personnels compared to the number of taxpayers and the harmonization of many

regulations in every small tax office.


